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PELAKSANAAN PENGHENTIAN SEMENTARA DAN

PENUNDAAN TRANSAKSI OLEH PENYEDIA JASA KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

Menimbang

bahwa dalam rangka menjaga keamanan dan perdamaian
dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan daftar
individu dan entitas yang dikenakan sanksi karena
terkait dengan teroris dan organisasi teroris;

bahwa untuk memastikan individu atau entitas
sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak melakukan
aktivitas yang mendukung terjadinya aksi terorisme,
perlu dilakukan upaya pencegahan berupa penghentian
sementara seluruh atau sebagian transaksi atas individu
atau entitas tersebut;

bahwa dalam Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-
03/1.02.1/PPATK/03/12 tentang Pelaksanaan
Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi di
bidang Perbankan, Pasar Modal, dan Asuransi masih
terdapat = kekurangan dan  belum  menampung
perkembangan dalam standar internasional atau

rekomendasi internasional di bidang pencegahan dan
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Mengingat o 1.

pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan
pendanaan terorisme sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, serta
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan
Presiden Nomor 50 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan, perlu menetapkan Peraturan
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan

Penundaan Transaksi oleh Penyedia Jasa Keuangan;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan  Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5164);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5406);

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan

Analisis Transaksi Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI
KEUANGAN TENTANG PELAKSANAAN PENGHENTIAN
SEMENTARA DAN PENUNDAAN TRANSAKSI OLEH PENYEDIA
JASA KEUANGAN.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan PPATK ini yang dimaksud dengan:

1.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan,
selanjutnya disingkat PPATK, adalah lembaga independen
yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas
tindak pidana pencucian uang.

Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan
hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya
hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.
Penghentian Sementara Transaksi adalah tindakan
penyedia jasa keuangan untuk tidak melaksanakan
Transaksi atas permintaan PPATK.

Penundaan Transaksi adalah tindakan penyedia jasa
keuangan untuk tidak melaksanakan Transaksi atas
inisiatif sendiri ataupun atas perintah penyidik, penuntut
umum, atau hakim.

Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
Pihak Pelapor adalah Setiap Orang yang menurut
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan  Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang wajib
menyampaikan laporan kepada PPATK.

Penyedia Jasa Keuangan adalah salah satu Pihak Pelapor
yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa
lainnya yang terkait dengan keuangan, termasuk tetapi
tidak terbatas pada bank, perusahaan pembiayaan,
perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi,
dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek,
manajer investasi, kustodian, wali amanat, perposan
sebagai penyedia jasa giro, pedagang valuta asing,
penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu,

penyelenggara e-money, dan/atau e-wallet, koperasi yang
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10.

11.

(1)

melakukan  kegiatan simpan pinjam, pegadaian,
perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan
berjangka komoditi, penyelenggara kegiatan usaha
pengiriman  uang, perusahaan modal  ventura,
perusahaan pembiayaan infrastruktur, lembaga
keuangan mikro, dan lembaga pembiayaan ekspor.
Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa
Pihak Pelapor.
Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang
dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat
dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana,
baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apa
pun selain kertas maupun yang terekam secara
elektronik, paling sedikit termasuk:

a. tulisan, suara, atau gambar;

b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;

c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang
memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang
yang mampu membaca atau memahaminya.

Lembaga Pengawas dan Pengatur adalah lembaga yang

memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau

pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor.

Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

Pidana Pencucian Uang.

BAB II
PENGHENTIAN SEMENTARA TRANSAKSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2
PPATK dapat meminta Penyedia Jasa Keuangan untuk
melakukan Penghentian Sementara Transaksi, baik
seluruh maupun sebagian, sesuai dengan kewenangan

berdasarkan Pasal 44 ayat (1) huruf i dan Pasal 65



(2)

(3)

(1)
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Undang-Undang.

Penghentian Sementara Transaksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian
aktivitas rekening.

Ketentuan mengenai jenis Transaksi yang diminta untuk
dilakukan Penghentian Sementara Transaksi diatur lebih

lanjut dengan Surat Edaran Kepala PPATK.

Pasal 3

Permintaan Penghentian Sementara Transaksi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

disampaikan oleh PPATK atas dasar adanya:

a. indikasi awal tindak pidana pencucian uang
dan/atau tindak pidana lain, atau terdapat harta
kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana,
berupa:

1. pola Transaksi yang menunjukkan modus
operandi tindak pidana pencucian uang
dan/atau tindak pidana lain;

2. tujuan Transaksi yang sudah atau belum
diketahui;

3. sumber dana berasal dari tersangka, terdakwa,
dan/atau terpidana;

4. sumber dana berasal atau diduga berasal dari
orang perseorangan, korporasi, dan/atau pihak
terkait dengan tindak pidana; dan/atau

5. jumlah harta kekayaan atau Transaksi yang
terkait dengan tindak pidana.

b. kebutuhan untuk percepatan penyampaian
informasi yang signifikan untuk memperjelas
indikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau
tindak pidana lain;

c. daftar individu dan entitas yang dikenakan sanksi
oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa karena terkait
dengan teroris dan organisasi teroris; dan/atau

d. informasi lain yang diterima PPATK.



